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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 
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Buku ini mencoba mengkonstruksi konsep tanggung jawab 

renteng dalam tindak pidana pajak. Memberikan pandangan 

ketentuan pasal tanggung jawab renteng bagi Wajib Pajak Badan 

dapat dikaitkan sebagai perbuatan pidana pajak menurut KUHP, 

UU KUP, dan UU PPN. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 
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Diterapkannya aturan tanggung jawab renteng ini juga tidak 

lepas dari berbagai permasalahan yang timbul sebagai 

konsekuensinya. Sering kali dijumpai sengketa pajak yang harus 

diselesaikan dengan bijaksana terkait tanggung jawab renteng ini, 

agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini tentu perlu dipahami 

dan disikapi dengan tegas, yang mana masing-masing pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan sistem perpajakan haruslah tertib 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai Wajib 

Pajak, pemungut pajak, fiskus, ataupun aparat yang terlibat 

didalamnya. Jika masing-masing pihak tersebut menjalankan 

perannya dengan baik, maka akan tercipta sistem perpajakan yang 

aman dan terkendali serta diharapkan dapat memberi manfaat yang 

lebih pada kesejahteraan masyarakatnya. 

Seorang wajib pajak memiliki tanggung jawab renteng yang 

melekat atas kewajiban pajak yang dikenakan. Tanggung jawab 

renteng ini jelas tercantum pada Undang-Undang No. 42 Tahun 

2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan bagi para pelanggarnya 

akan dikenakan pasal pidana pajak yang juga diatur dalam 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP No. 28 Tahun 2007) atas tindakan pelanggaran tersebut. Disisi 

lain Hukum Pajak merupakan bagian Hukum Administrasi Negara 

atau Hukum Tata Negara, dimana dalam hukum pajak disamping 

ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan 

untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti 

tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan 

PENDAHULUAN 
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A. Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak 

Dalam melakukan penyidikan, petugas penyidik tidak 

boleh sembarangan melakukan tugasnya, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mardiasmo terdapat beberapa wewenang 

penyidik, yaitu: 

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak di bidang 

perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 

lebih lengkap dan jelas; 

2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan; 

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan; 

4. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 

5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; 

  

PENYIDIKAN 

TINDAK PIDANA 

PERPAJAKAN 
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A. Pengertian Tanggung Jawab Renteng 

Renteng mengandung arti berendeng atau beruntun-

runtun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah ini 

digunakan untuk sesuatu yang berurutan. Kata renteng 

biasanya disatukan dengan kata lain untuk memberikan 

pengertian baru dengan kata yang diikutinya. 

Adapun menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, 146 setiap 

anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau 

lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari 

atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng 

bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, 

anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas 

kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat 

membuktikan: 

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan; 

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 

mengakibatkan kerugian; dan 

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 

selanjutnya kerugian tersebut. 

TANGGUNG 

JAWAB RENTENG 
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Ketentuan pasal tanggung jawab renteng bagi Wajib Pajak 

Badan dapat dikaitkan sebagai perbuatan pidana pajak menurut 

KUHP, UU KUP, dan UU PPN. Sebagaimana di sebutkan dalam 

pasal-pasal Kitab Umum Perpajakan dan Undang- Undang Pajak 

Pertambahan Nilai perihal tanggung jawab renteng, yang berakibat 

adanya kerugian negara, maka akan ada unsur Pidana Pajak. 

Namun apabila dikaji lebih mendalam jika tidak adanya kerugian 

negara, dalam pasal tanggung jawab renteng tidak ada dasar yang 

bisa dijadikan acuan bagi pelimpahan tanggung jawab renteng atau 

pembayaran pajak terutang kepada konsumen. Namun terkadang 

pasal pidana pajak tersebut digunakan oleh fiskus dalam 

melakukan koreksi pada tingkatan pemeriksaan, sehingga 

akibatnya wajib pajak harus menempuh jalur hukum banding. 

Dalam hal ini pada kasus pengadilan pajak dapat di bedakan antara 

penerima faktur pajak sebagai pengguna jasa/barang dikenakan 

sanksi pidana namun nyatanya wajib pajak tidak terbukti ada 

keikut-sertaan dalam perbuatan pidana pajak. Hal ini adalah sangat 

merugikan wajib pajak karena adanya pasal tanggung jawab 

renteng, karena pembeli sebagai pemikul beban Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN yang melekat 

pada pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen 

barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas 

pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak 

yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau 

PENUTUP 
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